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PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pariwisata tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan

wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

2. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya

tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau

daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

3. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah

usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air

panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air

pegunungan, di darat maupun tepi laut.

4. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan

pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

5. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala

adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam

rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya

dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan

aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan.
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6. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan

tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar

budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang

memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk

mendukung pengembangan pariwisata dengan

memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan.

7. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan

Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk

kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya

masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

8. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha

penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke

tempat-tempat religi.

9. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan

pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman

pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan,

dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan

dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi

kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-

undangan.

11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha

penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan

pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

12. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan

angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan

pariwisata.

13. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha

penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk

memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

14. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah

usaha penyediaan angkutan wisata dengan

menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau

untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

15. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha

penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan

www.peraturan.go.id



2016, No.1551 -4-

dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi

reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

16. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha

penyediaan angkutan laut internasional untuk

kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan

transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

17. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha

penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen

perjalanan wisata.

18. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan

jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan

dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk

penyelenggaraan perjalanan ibadah.

19. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa

pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan

pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen

perjalanan.

20. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha

penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

21. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan

dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak

berpindah-pindah.

22. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan

dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian,

di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

23. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan

minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses

pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di

dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

www.peraturan.go.id



2016, No. 1551
-5-

24. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan

dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan

dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu)

tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

25. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan

dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan

oleh pemesan.

26. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha

penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah

makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan

kursi.

27. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan

pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat

dilengkapi dengan pelayanan pariwista lainnya.

28. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara

harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih

bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan,

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan

minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

29. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan

akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1

(satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa

manajemen hotel.

30. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan

akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1

(satu) atau lebih bangunan.

31. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan

akomodasi di alam terbuka dengan mengunakan tenda.

32. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan

tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area

kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk

karavan.

33. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa

penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka
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